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Bagian Utama
PENDAHULUAN

Era digital merupakan pusat utama menuju generasi tanpa batas yang ditandai
dengan pesatnya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Saat ini, media sosial
telah beralih menjadi ruang utama bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi
dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan laporan riset Digital 2025 yang
dirilis oleh We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna media sosial aktif di seluruh
dunia telah mencapai angka 5,17 miliar orang pada awal tahun 2025. Di tingkat nasional,
besarnya partisipasi digital masyarakat dibuktikan oleh data Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII) terbaru, di mana jumlah pengguna internet di Indonesia telah
mencapai 221,5 juta jiwa atau setara dengan tingkat penetrasi 79,5% dari total populasi.
Data ini membuktikan bahwa platform digital memiliki peranan yang sangat penting dalam
kehidupan bermasyarakat. Di ruang inilah masyarakat menuntut hak konstitusionalnya
untuk mengeluarkan pendapat guna menilai kinerja pemerintah, sebagaimana dijamin
dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital saat ini masih menghadapi tantangan
berat akibat tingginya penyebaran disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab serta akun-akun anonim fiktif (buzzer). Di sisi lain,
masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat sering kali dibayangi rasa takut terhadap
persekusi. Kekhawatiran ini tervalidasi oleh Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia
yang dirilis oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada awal
2025, yang menyoroti masih tingginya angka serangan digital (seperti peretasan dan doxing)
serta pemidanaan menggunakan pasal karet UU ITE terhadap warga negara yang
melontarkan kritik. Padahal, apabila masyarakat kehilangan kebebasan dan rasa aman dalam
mengajukan aspirasinya, proses demokrasi dalam negara dapat dikatakan tidak berjalan baik
dan berpotensi memunculkan pemerintahan yang otoriter. Negara memiliki kewajiban untuk
memastikan hak asasi setiap warga negara terpenuhi dan terlindungi. Oleh karena itu, sangat
wajar jika dalam sebuah negara hukum, masyarakat menuntut perlindungan dari negara
ketika hak berpendapat mereka terancam atau tidak terlindungi dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah tindakan nyata melalui
penyediaan platform E-Government yang dapat menjadi penghubung antara rakyat dan
Lembaga Pemerintahan secara resmi, terverifikasi, namun tetap menjamin keselamatan
dalam menyampaikan aspirasi. Sebagai solusi atas permasalahan ini, maka dihadirkan
WadahAspirasi, sebuah sistem e-demokrasi inovatif yang dirancang untuk mendukung
penyaluran aspirasi masyarakat secara aman dan transparan. Sebagai bentuk pengamanan
para pengguna, aplikasi ini mengharuskan proses verifikasi identitas kependudukan
menggunakan e-KTP bagi setiap penggunanya. Pengintegrasian data kependudukan tersebut
merupakan langkah yang strategis, yang berfungsi sebagai mekanisme penyaring berlapis
guna menolak akses akun fiktif maupun pihak anonim tak bertanggung jawab dari ruang
diskusi publik.



Melalui sistem yang terverifikasi dan terlindungi dari manipulasi, aplikasi

WadahAspirasi diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan dengan penerapan
teknologi Verifiable Anonymity (Anonimitas yang Dapat Diverifikasi). Sistem ini dirancang
untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas informasi dan perlindungan privasi
pengguna. Sistem ini dapat mendorong masyarakat agar bisa menyampaikan pendapatnya
secara lebih terbuka, memantau kinerja DPR dengan transparan, serta turut terlibat dalam
pembahasan RUU. Adanya jaminan anonimitas yang dapat diverifikasi ini membuat
masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan lebih aman tanpa takut mengalami

persekusi, sehingga tercipta suatu tujuan untuk membangun demokrasi digital yang aman

dan inklusif.

Tujuan

1.

Membangun purwarupa (prototype) model platform E-Government yang
memfasilitasi komunikasi dua arah yang aman dan terstruktur.

Mencegah manipulasi opini publik dan intervensi akun fiktif melalui penerapan
mekanisme filtrasi berlapis yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan
(e-KTP).

Melindungi hak dan kebebasan berekspresi masyarakat dari ancaman persekusi
maupun kriminalisasi melalui penerapan sistem Verifiable Anonymity.

Meningkatkan transparansi dan mewujudkan keterlibatan publik yang bermakna
(meaningful participation) dalam setiap proses penyusunan, pembahasan, hingga
pengesahan undang-undang.

Manfaat

1.

Proyeksi Manfaat Bagi Masyarakat: Memiliki ruang partisipasi digital yang aman
dan resmi guna menyampaikan pendapat tanpa rasa takut serta terlindungi dari
ancaman persekusi untuk menyuarakan aspirasi. Melalui sistem ini, masyarakat
dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan regulasi secara transparan disertai
aspirasi yang memenuhi batas kesepakatan publik.

Proyeksi Manfaat Bagi DPR/Pemerintah: Mendapatkan data aspirasi masyarakat
yang akurat dan bebas dari pengaruh akun fiktif. Selain mempermudah penyampaian
informasi mengenai program dan rancangan undang-undang, platform ini juga
diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
legislatif.

Proyeksi Manfaat Bagi Sistem Demokrasi: Mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik melalui proses penyusunan kebijakan yang responsif dan
berlandaskan data. Secara jangka panjang, inovasi ini akan berpotensi mendukung
terciptanya sistem demokrasi digital di Indonesia yang lebih inklusif, partisipatif,
dan akuntabel.



Target Pengguna

1. Masyarakat (WNI): Seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memiliki e-KTP
sebagai pengguna utama platform untuk menyampaikan aspirasi, memberikan
pendapat, serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan publik.

2. Anggota & Komisi DPR RI: Berperan sebagai pihak legislatif yang
mempublikasikan laporan kinerja secara transparan, memberitahukan draf
Rancangan Undang-Undang (RUU), memberikan tanggapan resmi atas kesepakatan
publik, serta membangun komunikasi dua arah yang lebih akuntabel.

GAGASAN

1. Kondisi Aktual Objek Permasalahan Era digital merupakan pusat utama menuju
generasi tanpa batas yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, informasi, dan
komunikasi. Berdasarkan Survei Penetrasi Internet Indonesia yang dirilis Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada
2024 telah mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278,69 juta jiwa, atau setara
tingkat penetrasi 79,5%. Melengkapi tingginya angka tersebut, laporan We Are Social (2024)
mencatat terdapat 139 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, yang mewakili 49,9%
dari total populasi. Besarnya volume partisipasi digital ini menjadikan platform daring
sebagai instrumen utama bagi masyarakat untuk menyalurkan hak konstitusionalnya dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dan legislatif, sebagaimana dijamin tegas dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat.

Namun, kondisi faktual di lapangan menunjukkan masyarakat digital Indonesia sedang
mengalami krisis integritas. Diskursus publik yang seharusnya menjadi wadah demokrasi
justru dibajak oleh penyebaran disinformasi dan manipulasi opini oleh akun-akun fiktif.
Riset Oxford Internet Institute menyoroti Indonesia sebagai salah satu negara dengan
operasi pasukan siber (cyber troops) atau buzzer politik terorganisir yang digunakan untuk
menenggelamkan kritik sah dan memanipulasi sentimen publik. Aspirasi murni masyarakat
sering tertutup oleh rekayasa algoritma dan trending topic fiktif yang memicu polarisasi.

Manipulasi opini ini berimbas langsung pada keselamatan dan kebebasan warga negara.
Laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang dirilis pada 15
Februari 2025 bertajuk "Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024: Estafet Represi di
Internet” menegaskan bahwa regulasi seperti UU ITE masih sering dieksploitasi sebagai
instrumen Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) untuk membungkam
partisipasi warga. Tren represi ini terus memburuk, terbukti dari Laporan Pemantauan
Triwulan I SAFEnet (rilis April 2025) yang menyoroti bahwa pelanggaran hak digital
kembali meningkat signifikan seiring membesarnya gelombang resistensi sipil. Kondisi ini
menciptakan efek jeri (chilling effect) yang berujung pada penyensoran mandiri di tengah
masyarakat. Hal ini berjalan lurus dengan temuan Economist Intelligence Unit (EIU) yang



mencatat skor Indeks Demokrasi Indonesia kembali merosot ke angka 6,44 pada 2024
(turun dari 6,53 pada 2023), mempertahankan posisi Indonesia dalam kategori demokrasi
cacat (flawed democracy).

Di sisi lain, kepercayaan terhadap teknologi identitas digital negara sendiri juga tengah diuji.
Pada 2023, kebocoran masif menimpa 337 juta data kependudukan meliputi NIK, nomor
Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran dari sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diperjualbelikan di
forum peretas BreachForums. Insiden ini menjadi pengingat mutlak bahwa setiap sistem
yang mengintegrasikan data kependudukan untuk tujuan verifikasi identitas termasuk
platform WadahAspirasi wajib dirancang dengan arsitektur keamanan dan minimalisasi data
sejak tahap desain (privacy by design), bukan sekadar mengandalkan kepercayaan
institusional semata.

Lebih jauh, terdapat kekosongan infrastruktur digital yang difasilitasi negara untuk
menjawab persoalan ini. Portal pengaduan seperti SPAN-LAPOR! difokuskan secara
eksklusif pada keluhan pelayanan publik dan administrasi birokrasi, bukan dirancang
sebagai ruang diskursus legislasi, pengawasan draf undang-undang (RUU), atau evaluasi
kinerja parlemen. Media sosial komersial pun tidak memiliki sistem penyaring identitas
yang tervalidasi dengan data kependudukan secara ketat.

Kekosongan ruang aman dan terverifikasi ini berkorelasi langsung dengan Kkrisis
kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Berdasarkan survei nasional Indikator
Politik Indonesia yang digelar pada 20-27 Oktober 2025, DPR kembali tercatat sebagai
salah satu lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah, berbanding terbalik
secara tajam dengan institusi seperti TNI dan Presiden yang menduduki posisi puncak.
Temuan ini menegaskan bahwa ketidakpercayaan terhadap legislatif merupakan persoalan
struktural dan PR besar bagi iklim demokrasi di Indonesia.

2. Inovasi Teknologi yang Digunakan Sebagai solusi strategis terhadap berbagai tantangan

demokrasi digital di era saat ini, WadahAspirasi diusulkan sebagai platform E-Government

inovatif yang membangun sistem penyampaian aspirasi masyarakat secara lebih responsif,
transparan, dan akuntabel. Platform ini dirancang dengan mengintegrasikan berbagai
teknologi terkini untuk mendukung kinerja sistem, yaitu:-

1. Simulasi Autentikasi Biometrik (API-Ready Architecture): Pada tahap pendaftaran,
platform merancang arsitektur integrasi data kependudukan yang memvalidasi e-KTP
dan verifikasi wajah pengguna. Khusus pada tahap prototipe ini, validasi tersebut
dieksekusi melalui Mock API (Sistem Tiruan Data Kependudukan) secara real-time
guna menyimulasikan API Gateway Dukcapil. Mekanisme ini menjamin prinsip "satu
entitas warga negara hukum untuk satu akun yang valid", menekan risiko akun palsu,
identitas ganda, dan intervensi bot. Pengolahan data pada sistem ini dirancang dengan
kepatuhan tinggi terhadap UU PDP; setiap unggahan foto KTP/selfie langsung dihapus
dari penyimpanan sementara segera setelah proses verifikasi berhasil (data
minimization). Sistem produksi hanya akan menyimpan token hasil verifikasi, bukan citra
biometrik mentah pengguna.



2. Kriptografi Verifiable Anonymity: Sebagai upaya memperkuat keamanan serta
perlindungan privasi, platform ini mengimplementasikan sistem pseudonimisasi berbasis
hashing yang mengubah identitas asli pengguna yang telah terverifikasi menjadi kode
identitas unik. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan privasi
dan akuntabilitas digital, memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik,
maupun pendapat secara bebas dan aman di ruang diskusi publik. Di saat yang sama,
sistem tetap menjamin bahwa setiap partisipasi dapat dipertanggungjawabkan dan murni
berasal dari warga negara yang sah.

3. Integrasi Kecerdasan Buatan (Third-Party NLP API): Untuk mengelola aspirasi
publik secara cerdas tanpa harus membebani komputasi server secara berlebihan,
platform ini mengintegrasikan Application Programming Interface (API) Kecerdasan
Buatan berbasis Large Language Model (LLM) pihak ketiga. Melalui integrasi teknologi
ini, sistem mampu melakukan analisis teks (Natural Language Processing) secara
otomatis untuk mengekstraksi informasi, mengelompokkan sentimen opini publik,
memfilter indikasi ujaran kebencian, serta merangkum draf rancangan peraturan hukum
yang kompleks menjadi paragraf yang lebih sederhana agar mudah dipahami masyarakat
luas.

4. Arsitektur Basis Data Anti-Manipulasi (Immutable Ledger): Mengingat platform ini
mengumpulkan konsensus publik, sistem voting pada fitur Leaderboard Isu Terkini dan
persetujuan pasal RUU menggunakan struktur basis data yang rekam jejaknya tidak dapat
diubah secara sepihak. Hal ini memastikan setiap suara yang tercatat terbukti berasal dari
pengguna yang telah terautentikasi, sekaligus meminimalkan risiko manipulasi data oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Rancangan Mockup Implementasi Gagasan Perancangan antarmuka WadahAspirasi
mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan pengguna melalui desain yang mudah dipahami,
mudah diakses, serta memberikan tampilan yang mendukung rasa aman serta kepercayaan
pengguna. Pengembangan rancangan antarmuka dilakukan melalui Figma sebagai media
pembuatan prototipe (prototype) yang mendukung terciptanya desain yang terstruktur,
konsisten, dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Identitas visual aplikasi mengadopsi
kombinasi warna Merah Putih sebagai simbol nasionalisme, Biru untuk merepresentasikan
transparansi dan tata kelola pemerintahan, serta Abu-abu Netral guna menciptakan
keseimbangan visual. Seluruh komponen antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia yang
jelas dan komunikatif, didukung tipografi modern seperti Inter atau Roboto untuk
meningkatkan kenyamanan membaca dan interaksi pengguna.

Secara rinci, rancangan mockup utama akan terbagi menjadi lima layar krusial:

1. Layar Registrasi / KYC (Verifikasi Anti-Buzzer) Sebagai awal pertahanan pengguna
dengan platform, layar ini dilengkapi dengan:

1. (Sistem yang menyediakan akses ke fitur unggah e-KTP dan pengambilan foto
wajah secara jelas dan mudah diakses untuk mendukung proses verifikasi
identitas pengguna.

2. Indikator keamanan visual (7rust Badge) yang ditampilkan secara jelas dan
mudah dikenali sebagai bagian dari strategi peningkatan kepercayaan pengguna.



3. Informasi terkait fitur perlindungan privasi yang menjamin kerahasiaan identitas
selama proses penyampaian aspirasi dan partisipasi publik untuk meningkatkan
rasa aman pengguna.

2. Layar Beranda (Home) & Leaderboard Trending Merupakan dashboard utama
setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem:

1. Sebagai fitur utama platform, tombol Call-to-Action (CTA) "Tulis Aspirasi”
ditempatkan pada posisi strategis dalam antarmuka sehingga dapat segera
ditemukan dan digunakan oleh pengguna.

2. Di bagian bawah CTA, terdapat segmen "Leaderboard Isu Terkini" yang
menampilkan kartu (cards) berisi isu-isu dengan dukungan publik terbanyak.

3. Setiap kartu isu memuat informasi judul isu, jumlah dukungan (vote) saat ini,
dan progress bar dengan target 100.000 dukungan.

4. Apabila progress bar terpenuhi, sistem akan memicu kemunculan badge
peringatan berwarna merah bertuliskan: 'Eskalasi ke Parlemen' atau
'Menunggu Tanggapan Resmi'.

3. Layar Feed Aktivitas DPR (Transparansi Kerja) Berfungsi sebagai linimasa untuk
memantau kinerja dan agenda yang sedang dikerjakan oleh DPR saat ini:

1. Tampilan berbentuk Kartu Postingan (Post Card) di mana masing-masing kartu
memaparkan topik spesifik yang sedang dibahas di dewan.

2. Pengguna dapat langsung berpartisipasi melalui sistem voting interaktif yang
menyediakan tombol "Setuju" atau "Tidak Setuju".

3. Sentimen publik diproyeksikan secara transparan melalui Bar Persentase visual
(contoh: 60% Setuju / 40% Tidak Setuju).

4. Terdapat ikon komentar bagi pengguna yang ingin membaca opini dari
masyarakat lain.

4. Layar Kawal RUU (Bill Tracker) Layar ini dirancang khusus sebagai document viewer
yang bersih dan rapi untuk membedah draf Rancangan Undang-Undang:

1. Struktur bacaan dokumen dipecah agar masyarakat dapat membacanya per
pasal, sehingga tidak kelebihan beban informasi.

2. Fitur Komentar Sebaris (Inline Comment) disematkan menempel pada teks
(mirip fungsionalitas Google Docs) untuk mempermudah pemberian kritik pada
baris tertentu.

3. Berbeda dengan platform biasa, tombol voting (Setuju / Tidak Setuju) diletakkan
secara spesifik di samping setiap pasal, bukan berupa satu tombol vote general
untuk keseluruhan dokumen.



5. Layar Buat Aspirasi / Komentar Layar interaktif yang didedikasikan bagi pengguna

untuk mengetik rumusan aspirasinya:

1. Memiliki kolom input teks (7ext Area) yang luas.

2. Terdapat Toggle Switch (tombol geser) yang berfungsi untuk mengaktifkan fitur
"Anonimitas Terverifikasi".

3. Ketika fitur anonim ini diaktifkan, layar akan memunculkan Area Preview
Otomatis yang mengonfirmasi bahwa nama asli pengguna telah diganti dengan
nama samaran publik (contoh visual: "Posting sebagai: Warga Jabar 1" atau
"User#9821").

4. Uraian Peran & Kontribusi Pihak yang Terlibat Deskripsi peran berikut merupakan
cetak biru (blueprint) ekosistem ideal apabila platform WadahAspirasi diimplementasikan
pada skala produksi nasional. Pada fase prototipe saat ini, interaksi dengan pihak ketiga di
bawah ini masih sepenuhnya disimulasikan secara sistem:

1.

Masyarakat Umum (WNI): Bertindak sebagai subjek utama penggerak demokrasi
digital dan produsen aspirasi. Masyarakat diberikan ruang untuk terlibat secara
langsung dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan dengan meninjau isi
rancangan regulasi, memberikan tanggapan terhadap pasal-pasal tertentu, serta
menyampaikan preferensi melalui sistem pemungutan suara. Melalui partisipasi
masif yang terverifikasi ini, masyarakat menciptakan data konsensus publik yang sah
untuk menekan atau mendukung suatu regulasi.

DPR RI: Berperan menjadi mitra strategis dan pembuat kebijakan legislatif yang
mengadopsi platform ini sebagai kanal resmi penyerapan aspirasi. DPR
berkontribusi dengan mempublikasikan draf RUU secara transparan dan
memperbarui metrik kehadiran sidang. Lebih krusial lagi, Sistem dirancang untuk
mengirimkan notifikasi dan laporan eskalasi otomatis kepada admin fraksi atau
komisi terkait di DPR, yang diharapkan dapat menjadi Standar Operasional Prosedur
(SOP) baru dalam merespons isu publik. Hal ini menjadikan platform
WadahAspirasi sebagai instrumen utama bagi wakil rakyat untuk memulihkan dan
membangun kembali kepercayaan publik.

Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil): Memiliki peran vital sebagai
penyedia otoritas identitas legal. Dukcapil memberikan hak akses integrasi API
Gateway data kependudukan nasional yang sangat dibutuhkan oleh mesin aplikasi
untuk memvalidasi pemindaian e-KTP dan foto biometrik pengguna pada tahap
registrasi secara real-time. Tanpa peran Dukcapil, sistem penyaring anti-buzzer di
aplikasi ini tidak akan bisa beroperasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital & BSSN: Bertindak sebagai pelindung
infrastruktur dan auditor keamanan. Kementerian Komdigi memastikan infrastruktur
server nasional mampu menopang lonjakan trafik, sementara Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN) melakukan audit kriptografi berkala dan Penetration Testing guna
menjamin lapisan keamanan Verifiable Anonymity kebal dari serangan siber sehingga
privasi warga terlindungi dengan aman.



5. Tim Pengembang & Analis Sistem: Hadir sebagai kreator inovasi sekaligus

eksekutor teknis yang mengelola operasional platform dari hulu ke hilir. Kontribusi
tim ini mencakup pelaksanaan analisis sistem, perancangan model bisnis
operasional, hingga perancangan antarmuka visual (UI/UX design) yang modern dan
aksesibel. Tim pengembang juga bertanggung jawab penuh atas eksekusi
pemrograman aplikasi mobile tingkat lanjut serta konfigurasi server untuk menjaga
stabilitas lalu lintas data yang tinggi, memastikan aplikasi tetap responsif meskipun
diakses oleh jutaan warga secara bersamaan.

5. Tahapan-Tahapan Strategis Penerapan Gagasan Agar platform ini dapat direalisasikan

dengan sukses, diperlukan tahapan eksekusi yang sistematis:

1.

Tahap 1 - Analisis Sistem dan Studi Kelayakan (Bulan 1 - 2) Fase ini berfokus
pada pematangan konsep teknis dan keberlanjutan platform. Langkah kerjanya
meliputi:

1. Penyusunan Kebutuhan Sistem: Mendefinisikan spesifikasi perangkat lunak
(Software Requirements Specification), perancangan Use Case, dan arsitektur basis
data (UML/ERD) yang mampu mengakomodasi pemisahan data pribadi dan
identitas anonim (Verifiable Anonymity).

2. Analisis Kelayakan Bisnis: Menyusun proyeksi finansial operasional untuk
pemeliharaan server dan API. Ini mencakup perhitungan kelayakan operasional
platform dalam mengolah data partisipasi publik.

3. Eksplorasi Legalitas: Membuka komunikasi awal dengan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Komdigi terkait prosedur perizinan akses data
kependudukan.

Tahap 2 - Perancangan UI/UX (Bulan 3 - 4) Fokus pada perancangan antarmuka
visual yang modern, tepercaya, bersih (clean), dan ramah aksesibilitas (accessible)
dengan memadukan palet warna Merah, Putih, Biru Pemerintahan, dan Abu-abu
Netral. Pembuatan prototipe interaktif tinggi (high-fidelity) menggunakan Figma
akan berfokus pada tipografi yang mudah dibaca (seperti Inter atau Roboto) dan
penggunaan Bahasa Indonesia untuk seluruh elemen antarmuka. Rancangan layar
utamanya mencakup:

1. Layar Registrasi / KYC (Verifikasi Anti-Buzzer): Memuat area unggah foto KTP,
pengambilan foto selfie, Trust Badge keamanan, dan teks penjelasan "Anonimitas
Terverifikasi" yang menegaskan bahwa nama pengguna akan disamarkan saat
memposting aspirasi.

2. Layar Beranda (Home) & Leaderboard Trending: Menampilkan tombol
Call-to-Action (CTA) "Tulis Aspirasi" yang menonjol dan kartu Leaderboard Isu
Terkini. Setiap kartu akan memuat judul isu, jumlah dukungan, dan progress bar
target 100.000 dukungan yang otomatis memunculkan badge merah "Wajib
Klarifikasi DPR" jika target telah terpenuhi.

3. Layar Feed Aktivitas DPR (Transparansi Kerja): Berupa linimasa Kartu Postingan
aktivitas legislatif yang memuat topik bahasan, tombol voting interaktif (Setuju /
Tidak Setuju), bar persentase hasil voting yang jelas (misal: 60% Setuju / 40% Tidak



Setuju), serta ikon komentar masyarakat.

4. Layar Kawal RUU (Bill Tracker): Menampilkan document viewer yang rapi dan
terstruktur per pasal, dilengkapi fitur Komentar Sebaris (/nline Comment) yang
menempel di teks, serta tombol voting (Setuju / Tidak Setuju) di samping spesifik
setiap pasal.

5. Layar Buat Aspirasi / Komentar: Menyediakan area teks yang luas dan toggle
switch untuk mengaktifkan "Anonimitas Terverifikasi". Fitur ini memuat area
preview otomatis yang memperlihatkan nama pengguna telah disamarkan menjadi
ID publik (contoh: "User#9821").

Tahap 3 - Pengembangan (Development) & Integrasi (Bulan 5 - 7) Fase eksekusi
pemrograman untuk menerjemahkan rancangan antarmuka ke dalam produk
fungsional.

1. Pengembangan Aplikasi (Frontend & Backend): Melakukan pemrograman
aplikasi mobile terintegrasi secara intensif (misalnya menggunakan bahasa Java
untuk lingkungan Android) untuk mewujudkan kelima layar utama beserta seluruh
fungsionalitas interaktifnya secara presisi.

2. Integrasi API Gateway Dukcapil: Menghubungkan backend aplikasi dengan server
kependudukan untuk memastikan proses validasi onboarding (unggah foto KTP dan
selfie) berjalan secara real-time.

3. Implementasi Algoritma Kriptografi: Menanamkan protokol enkripsi pada basis
data untuk memastikan sistem Verifiable Anonymity bekerja otomatis mengubah
nama asli menjadi identitas samaran sesuai pilihan pengguna.

Tahap 4 - Uji Coba Keamanan (Stress & Penetration Testing) (Bulan 8)
Mengingat aplikasi ini mengelola data kependudukan yang sangat sensitif, fase ini
mutlak dilakukan untuk mencegah kebocoran data.

1. Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT): Melakukan simulasi
serangan siber oleh auditor keamanan independen untuk mengidentifikasi dan
menambal celah kerentanan sistem.

2. Load Testing: Menguji kapasitas server dengan memberikan beban trafik
pengguna dalam jumlah besar secara bersamaan, memastikan aplikasi tetap stabil
saat mengolah ratusan ribu vote di halaman Leaderboard Trending.

Tahap 5 - Peluncuran Terbatas (Beta Release) & Sosialisasi (Bulan 9 - 10)
Langkah pengenalan aplikasi secara bertahap kepada publik sebelum
diimplementasikan secara masif.

1. Uji Coba Skala Regional: Mengimplementasikan aplikasi pada satu Daerah
Pemilihan (Dapil) percontohan terlebih dahulu untuk memantau stabilitas sistem dan
pengalaman pengguna.

2. Kampanye Literasi Digital: Mengadakan sosialisasi mengenai tata cara
penyampaian aspirasi digital yang benar menggunakan fitur Kawal RUU dan



pengenalan lapisan keamanan aplikasi.

3. Evaluasi dan Bug Fixing: Mengumpulkan umpan balik dari pengguna beta,
memperbaiki eror minor, dan mengoptimalkan performa aplikasi sebelum dirilis
secara nasional.

Kesimpulan Aplikasi WadahAspirasi adalah solusi komprehensif untuk merevitalisasi
demokrasi digital di Indonesia. Dengan memadukan teknologi e-KYC untuk memfilter
disinformasi/buzzer dan Verifiable Anonymity untuk melindungi warga dari persekusi UU
ITE, aplikasi ini menciptakan ekosistem komunikasi politik yang sehat. Fitur unggulan
seperti anotasi RUU dan kewajiban merespons pada batas dukungan tertentu akan
mendisrupsi cara pemerintah mendengar rakyatnya mengubah aspirasi pasif menjadi
partisipasi yang aktif, transparan, terukur, dan berdampak nyata.

Daftar Pustaka (Harap diisi sesuai dengan sumber referensi yang digunakan)



